:

LAMPIRAN | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
NOMOR :057-401.104/ 05 /2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS BOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengaduan

_[!iln

Homponen

Uraian

1

2

o

I

| Dazar Hulkkum

10,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999  tentang  Penyelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme |
Undang-Undang Momor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Presiden 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelavanan Publik ;

Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Momor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 fentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendayvagunasn
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman standar
Pelayanan |

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformas:
Birokrasi Nomeor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyvelenggaraan
Sistern Informasi Pelavanan Publik
Nasional ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman  Penyusunan
aurvel Kepuasan Masvarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ;
Peraturan Menterd Pendayvagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilajan
Kinerja untuk Penvelenggaraan
Pelayanan Publik ;




Has=il diteruskan ke admin

pengaduan dan ditusngkan
dalam formulic penyelesaian

pengaduan

l

Diteruskan ke pengadu dan
diarsipkan

1 2 3
11 Keputusan Mentenn Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
KEP/63/M.PAN/7 /2003  tentang
Pedoman Umum Penyelengegaraan
Pelayanan Publik ;
12, Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 3 Tahun
. 2019 ;
2. | Persyaratan pelayanan | 1. Kartu Tanda Penduduk ;
2. Kkartu Keluarga ;
3. Berkas pendukung permasalahan.
¥ Eﬁm‘ sed mexanieme pemaohon datang langsung dengan
prossdur membawa pergyaratan atau dapat
melahyi media sosial (online)
Penerimaan Pengaduan
HEsAL tidlak sesuai
tupoksi tupoks
¥ l
Pengrduan Diteruskan
ditelaah dan e CPLY
dikiasifikasikan terkadt
olely admin
Pengaduan
dikoordinasikan
ke Piumpinan
sealal dengan
substansinya




1 2 .' o 3 |
4, |Jangka walkitu | Maksimal 15 hari '
penyelesaian i
5. | Biava/tarif . Tanpa dipungut biaya |
6. | Produk layanan _Hasil penyelesaian pengaduan
7. | Sarana, prasarana; | Kotak saran, Telpon , Medsos, Ruang
dan/atau fasilitas | Pengaduan  beserta Kelengkapannya,
Komputer beserta Kelengkapannva, Alat
. Tulis Kantor
8. | Kompetensi pelaksana | - Minimal Pendidikan SLTA
|- Dapat  mengoperasikan = komputer
faplikasi, ramah dan empati
9. | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh :
1. Kepala Dinas
2. Bekretaris
3. Kepala Bidang Sosial, Penanganan
Bencana dan pengelolaan Taman |
Makam Pahlawan
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ]
5. Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Pemenuhan Hak
Anak
6. Kepala Bidang pemberdayaan
Perempuan o
10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka di ruang
pengaduan, sarar dan Pengaduan
masukan 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611,
Faks (0351) 473737
4. WA sesuai masalah :
- PPID DB155149176
2. Laman
https ) Fwiww dingos. madivnkots, go.id
6. Email
dinsospda. kotamadiun@gmail.com
7. Lapor SP4N
B. Instagram @dinsospppa_kotamadiun
9. Facebook
| Dtpes /S Baceboolcoonn / dines sosisl 50
11. | Jumlah pelaksana 4 orang
12, | Jaminan pelayanan Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan  keamanan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
dan keselamatan | Keamanan Data, CCTV
pelayvanan '
14, | Evaluasi kinerja . Monitoring. dan Evaluasi oleh Kepala
pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayvaan Perempuan

dan Perlindungan Anak sesuai
kebutuban




2. Jenis Pelayanan : Pondok Lansia

‘No. | Komponen Uraian
S 2 3
1 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2009
| tentang Pelayanan Publik
3. Undarg-Undang MNomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kall
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023
4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publk sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2019
5. Peraturan Walikota Nomaor 29 Tahun 2021
tertang Petunjuk -Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
| diubah dengan  Peraturan  dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor &7
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
' Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
|| Perempuan dan Perlindungan  Anak,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Madiun MNomor 21
1. Usia = &0 tahun
2, KTP dan KK Warga Kota Madiun atau T4
| 3. Surat Pengantar dari kelurahan
4
5

2. | Persyaratan pelayanan

. Berita Acara Hasil assesmen
. Penerimaan klien

3. | Sistem, mekanisme dan prosadur
Keluarga atau Masyarakat mengusulkan
calon klien metaiul Kelurahan

i

Kelurahan mengirimkan Surat Pengantar
ke Dinsgs PP dan PA dilampirkan Foto
kondisi Terkini

I

Assesment calon klien berdasarkan usulan
Kefurahan

10

Penarimaan klien




Jangka waktu penyelesaian

2 (dua) hari

Biayaj/tarif

Tidak Dipungut Biaya

Produk layanan

Pelayanan terdirl dari :

1. Permakanan 3X sehari

2. Snack 1 X sehari

3. Pelayanan Kesehatan Dasar

4. Pelayananan sandang sesual
kebutuhan

5. Asrama

dengan

Sarana, prasarana, dan/fasilitas

Ruang Asrama beserta kelengkapannya
Laptop dan Printer

ATK

Buku Agenda

ccv

Apar

Kompetensi pelaksana

1. Minimal SMA/sederajat untuk Tenaga
kKeamanan dan Kebersihan
2. Minimal Diploma 3 (DIII) untuk Tenags di

Bidang Kesehatan

Pengawasan internal

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Bidang |
Rehabilitasi Sosial

10,

Penanganan pengaduan, saran
dan masukan

11

Pelayanan tatap muka di ruang terapl Shelter
Dinas Sosial, PP dan PA
Alamat kantor : Jl. Salak no. 51 Kota Madiun
Alamat Shelter: 1. Srindit Nomor 19 Kota
Madiun
Telepon : (0351) 465611
Faks - (0351) 473737
Laman
Ejrgafmﬂﬂ.ﬂmﬁm_a.d.l_u.nﬁs}m.gg&d
i
dinsosp3a. kotamadiun@gmail.com
Instagram
@dinsospppa_kotamadiun
Facebook

hitps://www . facebook.com/dings.sgsial.503

Jumiah Pelaksana

12.

3 prang Penjaga
3 Orang Kebersihan
1 Orang Tenaga Kesehatan

Jaminan Pelayanan

Maklumat Pelayanan

13I‘

Jaminan keamanan dan

14.

N AT T ra N

Tenaga keamanan, APAR, Sistem keamanan
date, CCTVW 0

Evaluasi kinerja pelaksana

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
Sosial, PPPA




s

3. Jenis Pelayanan : Posyandu Anak

I:'unrnndang Disabilitas

NoD. Komponen

1 4

et 3 P kil

1 | Dasar Hukum

Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publk sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 5 Tahun 2019

Peraturan Walikcta Nomor 29 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Momor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publlk sebagaimana teiah
diubah  dengan Peraturan  dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Walikota Madiun Nomor &7
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Rinctian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Madiun Nomor 21
Tahun 2023

10,

11,

12.

Persyaratan pelayanan

Sistem, mekanisme dan prosedur

6.
Sekolah Luar Biasa Usla 5-12 Tahun

Peserta yang hadir di dampingi cleh
pendamping

(L

Anak disabilitas yang bersekolah pada |

Peserta mengisi daftar hadir

1l

Peserta mendapatkan layanan kesehatan
dasar antara lain : pengukuran tinggi
badan, berat badan, lingkar perut, tekanan
darah, pemeriksaan gigi, mulut, dan
telinga

]!

pencatatan dan pelaporan hasil

pemeriksaan




 Jangka waktu penyelesaian

60 menit

Biaya/tarif

Tidak Dipungut Biaya

@l |

Produk layanan

Pelayanan Kesehatan Dasar Anak Penyandang
Disabilitas

-

Sarana, prasarana, dan/fasilitas

Gedung Aula Sheiter Dinsos PPPA beserta
kelengkapannya

Laptop

ATK

Form Pemeriksaan Kesehatan Dasar

Buku Daftar Hadir

kompetensi pelaksana

Minimal Diploma 3 (DIII) di Bidang Kesehatan

Pengawasan internal

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial

lul

Penanganan pengaduan, saran
dan masukan

Pelayanan tatap muka di Aula Shelter Dinas
Sosial, PP dan PA

Alamat kantor : JI. Salak no. 51 Kota Madiun
Alamat Shelter: . Srindit Nomor 19 Kota
Madiun

Telepon : {0351} 465611

Faks : (0351) 473737

Larman

http:/fwww. dinsos. madiunkota . do.id

Email

dinsospla. ketamadiun il.com
Instagram@dinsospppa_kotamadiun
Facebook

hitps://www,facebook com/dinas sosial. 503

11

Jumlah Pelaksana

5 orang Tenaga Kesehatan

12.

Jaminan Peiayanan

. Maklumat Pelayanan

T T e R T el &

13.

Jaminan keamanan dan

| keselamatan pelayanan

Tenaga keamanan, APAR, Sistem keamanan |
data, CCTV

14.

| Evaluasi kinerja pelaksana

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
Sosial, PPRA




4. Jenis Pelayanan : Rumah Terapi Anak Penyandang Disabilitas

[No.| ~ Komponen Uraian
| 1 2 3
1 | Dasar Hukum 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

14, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kall
terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2023

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publk sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 5 Tahun 2019

17. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Momor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah  dengan Peraturan  dengan |
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 |

18, Peraturan Wallkota Madiun Nomor 67 |
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan |
Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serts
Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Madiun MNomor 21

; - Tahun 2023 -

2. | Persyaratan pelayanan B. Anak disabilitas Usla sampal dengan 12

Tahun

| 9. KTP dan KK Warga Kota Madiun

3. | Sistem, mekanisme dan prosedur

Peserta yang hadir di dampingl oleh
pendamping |,

1l

Peserta mengisi daftar hadir

{0

Peserta mendapatkan layanan terapl sesuai
kebutuhan yang terdiri dari

| 1.Terapi wicara ;

2. Terapi ckupas! | dan/atau

3. Fislo terapl,

pencatatan dan pelaporan hasil
pemeriksaan




|60 menit

Jangka waktu penyelesaian
Biaya/tarif

g A

Produk layanan

Pelayanan Terapi terdiri dari
6. Terapi wicara ;
7.Terapi okupas! ; dan/atau
_B.Fisio terapi.

Sarana, prasarana, dan/fasilitas

Ruang Pelayanan

Alat terapl

Laptop

ATK

Form Pemeriksaan Kesehatan Dasar
Buku Daftar Hadir

Eﬂmpﬂtenﬁl pelaksana

Minimal Diploma 3 (DIIT) di Bidang Kesehatan

g e ]

Pengawasan intermal

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Bldang
Rehabilitasi Sosial

lu‘l

dan masukan

Pelayanan tatap muka di ruang terapl Sheiter
Dinas Sosial, PP dan PA

Alamat kantor : Jl. Salak no. 51 Kota Madiun
Alamat Shelter: I Srindit Nomor 19 Kota
Madiun

Telepon @ {0351) 465611

Faks : {0351) 473737

Laman

hitp:/fwww. dinsos. madiunkota.go.id

Email

dinsospia. kotamadivn@gmait.com
Instagram

@dinsospppa_kotamadiun

Facebook

hitps://www facebook,com/dings.sosial503

11

Jumiah Pelaksana

3 orang Tenaga Terapis

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Maklumat Pelayanan

Jaminan keamanan  dan

keselamatan pelayanan

Tenaga keamanan, APAR, Sistem keamanan |
data, CCTVY

i

Evaluasi kinerja pelaksana

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas

Sosial, PPPA




5 o

5. Pelayanan: Pelayanan Orang Terlantar (OT)

_Hn

Komponen

Uraian

1

3

™1

Dasar Hulam

10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999  tentang  Penyvelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kelusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tenmang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomeor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial |
Undang-Undang Nomor 25 Tshun
200% tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejateraarn
Sasial ;

Peraturan Pemerintah Nomor ©6
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2002 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Mimimal ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokragi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birgkrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penvelenggaraan
Sistem Informas: Pelayanan |




s o

14.

15

16.

175

I8

Peraturan Mentern Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman  Penyusunan
Survel Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ;
Peraturan Mentenn Perndayagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik |

Keputusan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara Nomaor 4
KEP/63/M.PAN/7/2003  tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Daerah Roeta Madiun
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penvelenggaraan Kesejahteraan
Sosial ;

Peraturan Dacrah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Pubhk sehagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomeor 5 Tahun
2019,

Peraturan Walikota Madiun Nomor
67 Tahun 2021 tentang Kedudukan
Busunan Organizsasi, Rincian Tugas
dan Fungsi-serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Persyaratan Pelayvanan

£ Bl

Fotokopi KTP atau KK ;

Surat OT dari dacrah sebelumnya ;
Surat Pengantar dan kepolisian
setempat

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

—
pemohon datang langsung dengan
membawa persyaratan

4

Penerimaan Pengaduan dan verifikasi

berkas permohonan

4

Wawancam

|

Foto dokumentasi




12 -

l

Mencatat dan mengisi kwitansi

bansos pemulangan OT

i

Pemberian ongkos pulang sesuail
ketentitan yvang berlaku

I

Pendokumentasian dan
Pelaporan

Jangka Waktu

Penyelesaian

1 -2 Jdam

| Biaya, T

Tanpa dipungut biaya

Produk La}fﬂﬂq_tg

Klien bisa pulang ketempat vang dituju

alovien

Sarand, Prasarana, dan/ |
atau Fasilitas

Ruang Bidang Rehabsos/Shelter/Posko
Pelayanan Terpadu beserta
kelengkapannya, komputer  beserta
kelengkapannya, Alat Tulis Kantor

Kompetensi Pelaksansa

dapat mengoperasikan komputerf
aplikasi, ramah dan empati

Pengawasan Internal

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi Sosial

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Pelayanan Tatap Muka di ruang Bidang
Rehabsos/Posko Pelayanan Terpadu/

Shelter
1. Alamat Kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131

Alamat Shelter Jalan Srindit Nomor
19 Kota Madiun

Telpon (0351) 465611

Faks (0351) 473737 /(0351) 4472019 |
Laman

http:/ fwww dinsos. madiunioota. go.id
Email

dinsespia. kotamadivunimemail . com

7. WA Rehabsos 0856491 14650

W b

=

11.

Jumlah Pelaksana

| arang

12.

| Jaminan Pelavanan

Makiumat Pelayanan

13. | Jaminan Keamanan dar

Keselamatan Pelayvanan

Tenaga Keamanan, Sistem

Keamanan Data

Appar,

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Monitoring dan Ewvaluasi oleh Kepala
Dinas Bosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak




6. Jenis Pelayanan
Terlantar

- 13 -

Pemberian

Bantuan Pemakaman Jenszah

Komponen

=g

=

Uraian

1

3

X,

Dasar Hukum

10.

il

12,

1999  tentang Penvelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotiame |
Undang-Undang Nomor 31 Tahun |
1999  tentang  Pemberantasan |
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah  diubah  dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008  tentang Informasi  dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
tejah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomoer 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial |
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ¢
Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2012 tentang
FPenyelenggaraan Kesejateraan
Sosial ;

Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomeor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik :
Feraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi MNomor 15 Tehun 2014
teniang Pedoman Standar
Pelayanan ; |
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi MNomor 13 Tahun 2017 |




- 14 -

13,

i4,

16,

18.

17

tentang Pedoman Penyvelengearaan
Sistem Informasi Pelayanan ;
Peraturan Menternn Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang: Pedoman  Penyusunan
surver Kepuasan Masvarakat Umit
Penyelenggara Pelayanan Publik |
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk  Penyelenggaraan
Pelayvanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatuar Negara ~ Nomor :
KEP/63/M.PAN/7/2003  tentang
Pedoman Umum Penvelenggaraan:
Pelayvanan Publbk ;.

Peraturan Dacrah Kota Madiun
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kesmahteraan |
Sosial ;

Peraturan Daerah Kota Madian
Nomor 135 Tahun 2011 tentang)
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madun Nomor 5 Tahun
F019 ¢

Peraturan Walikota Madiun Nomor
67 Tahun 2021 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungs serta Tata Kena Dinas
Sozial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Persyaratan Pelayanan

Surat permochonan dari Rumah
Sakit atau Kelurahan kepada Kepala
Dinas Bosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Parlindungan
Anak.

Surat permohonan dari rumah salkit
atau  kepolisian kepada Kepala
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Madiun.




_in_

e

3. | Sistem, Mekanisme dan || perwakilan dari Kelurahan / Rumah Sakit
Prosedur { Kepolisian membawa surat permohonan
Survey Lapangan
Pemzalaman |
Foto dokumentasi dan
pelaporan !
4, | Jangka Waktu 4 -6 Jam
Penyelesaian
5. | Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya
6. | Produk Layvanan Pemakaman orang terlantar
7. | Barana, Prasarana, Ruangan  beserta  kelengkapannya,
dan /atau Fasilitas Komputer beserta kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor |
8. | Kempetens: Pelaksana Dapat mengoperasikan komputer
Japlikasi, ramah dan empati
9, Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala I
Bidang Rehabilitasi Sosial
10, | Penanganan Pengaduan, | 1. Pelavanan Tatap Muka
Saran dan Masukan 2, Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611
| 2. Fax {0351) 473737 /(0351) 4472019
5. Laman
http:/ /www. dinsos. madiunkota.go.id
6. Email
I dinsospda kotamadiuni@gmail.com
7. WA Rehabsos 085649114650
11, | Jumlah Pelaksana 3 orang
12, | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13, | Jaminan Keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
Keselamatan Pelayanan | Keamanan Data
14, | Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayvaan Perempuan
dan Perlindungan Anak .
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Uraian

&,

‘ 10.

11.

12,

rErTE—

1999 tentang Penyelenggaraan
MNegara yvang Bersih dan Bebas dari
Korupsi; Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1950 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sehagaimansa
telah  diubah dengan Undang-
Undang Nemor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008  tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik |

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahur 2012 tentang
Penyvelenggaraan Kesejateraan
Sosial 4

Peraturan Femerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik |
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tabhun 2018  tentang. Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedomian Btandar
Pelayanan ;

Peraturan Menten Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

Peraturan Menternn Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistern Informasi Pelavanan ;

—




b

| 13.

14.

15.

16,

17-

8.

Peraturan Menteri Peéndayagunaan
Aparatur Nepara dan Reformasi
Birokrasi Nomor (4 Tahun 2017
tentang  Pedoman  Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penvelenggara Pelayanan Publik |
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ; '
Keputusan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara Nomor .
KEP/63/M.PAN/T /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial |

Peraturan Daerah HKota Madiun
Nomeor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019 ;

Peraturan Walikota Madiun Nemor
67 Tahun 2021 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Pergyaratan Pl:'.:*]a}'anﬂn

ot

Fotokopi KTP atau KK ;

Surat Keterangan DTKS |

Surat Pengantar dan kelurahan
setempat
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. | Sistem, Mekanisme dan |

Prosedur

Pemohon datang langsung denpan membawa
persyaratan / diwakilkan dengan membawa
SHEAT kugisa

{

Penerimaan dan verifikasi berkas
permohoenan

l

WEWENCATY

l
Survey Lapangan

l

Foto dokumentasi

I

Pencatatan

Pelaporan

Jangka Waktu
Penyelesaian

2 hari kerja

o

| Biava /Tanf

.

Tanpa dipungut h;ia}fa

&

Produk Layanan

Bansos alat bantu disabilitas

Sarana, Prasarana, dan}f”
atau Fasilitas

Ruang Bidang Rehabsos/Shelter/Posko
Pelayanan Terpadu beserta
kelengkapannya, komputer  beserta
kelengkapannya, Alat Tulis Kantor

.

K-:rmpﬂienai Pelaksana

dapat mengoperasikan komputer)
aphikasi, ramah dan empati

Pengawasan Internal

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi Sosial

10,

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Pelayanan Tatap Muka di ruang Bidang
Rehabsos/Posko Pelayanan Terpadu/
Shelter

I. Alamat Kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131

2. Alamat Shelter Jalan Srindit Nomor
19 Kota Madiun

3. Telpon (0351) 465611

4, Faks (0351) 473737/(0351) 4472019
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9. Laman
http:/ /www.dinsos. madiunketa. go.id
&, Email

dinsospda. Kotamadiungigmail corm
7, WA Rehabsos 085649114650
11. | Jumlah Pelaksana 1 orang
12. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan Keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
Keselamatan Pelayanan | Keamanan Data

e P T T TR R

14, | Evaluasi Kinerja | Monitoring dan Ewvaluasi oleh Kepala
Pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak




L

Jenis Pelayanan : Pelayanan Penanganan PPHS

Komponen

Uraian

2

3

1.

i

Dagar Hukum

10.

152

12,

Undang-Undm":é Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupst, Kelusi dan Nepotisme |
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1909 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001
Undang-Undang Nomeor 11 Tahun
2008 tentang Informasi  dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejateraan
Sosal ;

Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik |
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal -

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelavanan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014

tentang Pedoman Inovasi Pelayanan |

Publik ;

Feraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
sStstem Informasi Pelayanan
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13.

I3,

16.

18,

14.

17.

Persyaratan Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformas:
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang  Pedoman  Penyusunan
Survei Kepuasan Masyvarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publilk ;
Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja  untuk Penvelenggaraan
Pelavanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomaor
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial ;

Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomer 5 Tahun
2019 ;

Peraturan Walikota Madiun Nomor
67 Tahun 2021 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Klien yang sudah berada di shelter atau
Laporan Call {Zem_E{ 113
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3. | Sistem, Mekanisme dan Menerima hasil assemen beserta kelengkapan
Frasedur dan koordinasi terkait penanganan lanjutan
klien
Penerimaan dan verifikasi beckas
permohonan
Shelter - Call Center 112
Assesmen Survey Lapangan
Foto dokumeniasi
Pencatatan
4. | Janglka Waktu 1 hari kerja l
Penvelesaian
5. | Biaya/Tarifl Tanpa dipungut biaya
6. | Produk Layvanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
| (PPK3) tertangani
7. | SBerana, Prasarana, dan/ | Ruang Bidang Rehabsos/Shelter/Posko
atau Fasilitas Pelayanan Terpadu beserta
kelengkapannya,  komputer  beserlta
kelenghkapannya, Alat Tulis Kantor
8. | Kompetensi Pelaksana dapat mengoperasikan komputer/
aplikasi, ramah dan empat ol
9. | Pengawasan Internal Monitoring dan Ewvaluasi oleh Kepala
Bidang Rechabilitasi Sosial N
10. | Penanganan Pengaduan, | Pelayanan Tatap Muka di ruang Bidang
Saran dan Masulkan Rehabsos/Posko Pelayanan Terpadu/
| Shelter ]
1. Alamat Kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131
2. Alamat Shelter Jalan Srindit Nomor
| 19 Kota Madiun
| 3, Telpon (0351) 465611
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4. Faks (0331) 473737 /(0351) 4472019
2. Laman

http:/ /www.dinsos. madiunkota. go.id
6. Email

dinsospia. kotamadiun@email com
7. WA Rehabsos 0B56491 14650

|

11. | Jumlah Pelaksana 1 Orarg
| 12. | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan Keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
Keselamatan Pelayanan | Keamanan Data
14. | Evaluasi Kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Pelaksana Dinas Sesial, Pemberdavaan Perempuan

dan Perlindungan Anak




9.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemberian Bansos Lansia Non Potensial

No

Komponen

Uraian

1

3

T

1.

Dasar Hukum

10,

12

Undang-iindang Nomor 28 Tahun
1999  tentang Penyelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
19949 tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008  tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejateraan
Sosial ;

Feraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 32014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan ;

.. Peraturan Menteri Pendavagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Fublik ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi MNomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistern Informasi Pelayanan ;
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13.

14,

13,

16,

17.

18.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang  Pedoman — Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ;
Peraturan Menteri Pendayvapunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penvelengparaan
Pelavanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur MNegara MNomor !
KEP/63/M.PAN/T /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelavanan Publik ;

Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial ¢

Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019 ;

Peraturan Walikota Madiun Noemor
&7 Tahun 2021 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Analk

Persyaratan Pelayanan

Usia = 60 tahun, Fotokopi Hﬁl, KK,
Foto kondisi Terkini ;

Fotokopi KTP, KK Ahli Waris |
Masuk DTKS ;

Surat Pengantar dari kelurahan
setempat
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Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon / ahli waris ! vang diberi kuasa
datang langsung dengan membawa persyaraan
ke kelurshan setempat

l

Penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan

[

Kelurahan mengirimkon semua berkas
permohonan ke Dinas Sosial PP dan PA

S

Survey Lapangan i

!

Fota dakimentzs)

J

Pencatatan

J

Pelaporan

jEEE,ka Waktu
Penyelesaian

2 hari kerja

'E*.Ea}'af Tarif

Tanpa dipungut biaya

Produk Layanan

Pemberian bansos lansia non potensial

oo

Sarana, Prasarana, dan/
atau Fasilitas

Ruang Bidang Rehabsos/Shelter/Posko
Pelayanan Terpadu beserta
kelengkapannya, komputer  beserta
kelengkapannya, Alat Tulis Kantor

'-"i{ﬂmpt tensi Pelaksana

dapat mengoperasikan komputer/
aplikasi, ramah dan empati

|
o @

Fﬁ‘:ﬁg&wﬂm Internal

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala

| Bidang Rehabilitasi Sosial

10.

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

s

Pelayanan Tatap Muka di ruang Bidang
Rehabsos/Posko Pelayanan Terpadu/
Shelter

1. Alamat Kantor Jalan Salak Nomor 51 |
Kota Madiun Kode Pos 63131

2. Alamat Shelter Jalan Srindit Nomor
19 Kota Madiun

3. Telpon (0351) 465611




o

4. Faks (0351) 473737/(0351) 4472019
2. Laman

http:/ / www,dinsos. madiunkota, go.id
6. Email

dinsospda. kotamadiuniipmail com

| 11. | Jumlah Pelaksana

12. [ Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan

13. | Jaminan Keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
Kegelamatan Pelayanan Keamanarn Data

14, | Evaluasi Kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Pelaksana

Dinas Sosial, Pemberdayvaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
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10. Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Lanjutan

o

10,

11-

12.

Bagi PPKS
No Komponen | Uraian
1| 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Noemor 28 Tahun

1999 tentang  Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dar
korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
19949 tentang Pemberantasan
Tiridak Pidana Korupsi sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2041
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Infarmas: Publik ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Pelavanan Puhlik ;
Peraturan Pemerintah Nemor 39

Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejateraan
Sosial ;

Peraturan Pemerintah Nomor 06
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Stendar
Pelayvanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelengparaan
Sistem Informasi Pelayanan ;




-2 -

13.

14,

15,

17,

18,

16,

Peraturan Menteri Pendayagunaan |
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman — Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayvansn Publik ;

Peraturan Mentenn Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 teniang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penvelenggaraan
Pelayanan Publik ; '
Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara MNormor - J
KEP/63/M.PAN/7/2003  tentang

Pedoman Umum Pmyelenam&n'
Pelayanan Publik ; .

Peraturan Dacrah Kota Madiun
Momor 3 Tahun 2017 tentang
Penvelenggaraan Kesejahteraan
Sosial ;

Peraturan Dacrah Kota Madiun
Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah |
Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019 ; |
Feraturan Walikota Madiun Nomor |
67 Tahun 2021 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Rincian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kega Dinas |
Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perliﬂdung{m Anak

Persyaratan Pelayanan

Fotokopi KTP atau KK ;
Surat Pengantar dari kelurahan
sctempat




Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon datang langsung dengan
membawa persyaratan atau diwakilkan
dengan membawa sural kuasa

!

Penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan

I

Wiwancira

\ Pelaporan

Jangka Waktu
Penyelesatan

2 hari kerja

Biaya/Tarf

Tanpa dipungut biaya

Produk Layanan

Surat rekomendasi pelayvanan lanjutan
bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS)

| Sarana, Prasarana, dan/
' dtau Fasilitas

Ruang Bidang Rehabsos/Shelter/Posko
Pelayanan  Terpadu besérta
kelengkapannya, komputer  beserta
kelengkapannva, Alat Tulis Kantor

SRS

Kompetensi Pelaksana

dapat mengoperasikan komputer/
aplikasi, ramah dan empati I

Saran dan Masukan

- 9, | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh KEPE]E
Bidang Rchabilitasi Sosial |
10. | Penanganan Pengaduan, | Pelayanan Tatap Muka di ruang Bidang |

Rehabsos/Posko Pelayvanan Terpadu/
Shelter

1. Alamat Kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131

2. Alamat Shelter Jalan Srindit Nomor
19 Kota Madiu

3. Telpon {0351) 465611
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3. Faks (0351) 473747/(0351) 4472019 |
5. Laman
http: / /www. dinsos. madiunkota.go.d

6, Email

7. WA Rehabsos 085649114650

il1. Jumlah Pelaksana 1 arang
' 12. | Jaminan Pclajr:nnén_ Makhamiat Pelayanan
13. | Jaminan Keamsnan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
Keselamatan Pelayanan | Keamanan Data
14. | Evaluasi Kinerja | Monitoring dan Ewvaluasi oleh Kepala
Pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak
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STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

11.Jenis Pelayanan :Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Analk

!I.’n.r'lg_l.n

Homponeén

e

I'.Irnfnn

3

Dasar Hukum

. Keputusan Menter

Pendayagunaan Aparatur Negara
Memor : KEP/63/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kota Madiun
MNomor 15 Tahun 2011 tentang
Peclayanan Publik sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 5
Tahun 2019 ;

Perda No 35 Tahun 2018 tentang
Perubaban atas Peraturan Dacrab
Kota Madiun Nomor 2@ tahun 2015
tentang Penyelenggaraan
Perlindungan  Perempuan  dan
Anak Korban Kekerasan

. Keputusan Walikota Madiun No

460-401.104/69 /2018 tentang
pembentukan Pusat Pelayvanan
Terpadu Midumasiati Kota
rmadiun;

Peraturan Walikota Madiun Nomeor
g1 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor @ tahun 2015
tentang Penyelenggaraan
Perlindungan  Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan
sebagaimana telah diubah dengan
Perda Kota Madiun No 35 Tahun
2018,

Perayvaratan peclayanan

BT e

lKertu Tanda Pendudulk ;
Kartu Keluarga ;

. Mengisi buku tamu dan formulir

pengaduan

. Data Dukung permasalahan
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o ——

[ 3. [Sistem, mekanisme

| dan prosedur Korban/saksi datang dan melapor

dengan membawa foto copy identitas
diri (KTP, KK)

L

Korban fsaksi mengisi buku tamu dan
formulir pengaduan

!

Korban/saksi melapoerkan masalah
vang dihadapi

Il

Petugas menerima dan melaporkan
pengaduan kasus kepada
Sub Koordinator

!

| Pengaduan ditelaah dan |

diklasifikasikan oleh admin

g

| Pengaduan dikoordinasikan ke
Konszelor sesuai dengan
substansinva

| Melakukan pelavanan sesuai kasus
Yang dihadapi (Informed Consent,

Assesment,Konseling. Penjangkauan,
Pendampingan)

o s

Kasus c: Layanan
Selesai Rujukan

4

Pencatatan dan

Pelaporan
4, |Jangka waktu | Waktu penyelesaian pelayanan tidak
penyelesaian Bama antar pengguna layanan,

tergantung jenis kasus, rata-rata 1-3 harni
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| Biaya/tarif

Tanpa dipungut biayva

G e

Produk layanan

Penanganan perempuan dan anak |

korban kekerasan yvang meliputi ;

1. Pemberian Rujukan ke institusi dan
atau lembaga lain

- Hasil konseling

. Pendampingan Korban

- Penjangkauan Korban

Sarana, prasaratis,
dan fatau fasilitas

(s JR v FE N OO 4 Y 0 O o QT S A

G b3 e O
o
=
=
o
=
g

- Alat Tulis Kantor

. Komputer dan printer
. Jaringan internet

- Ruang dan kursi tunggu
. Telepon

. Toilet

- Mushaola

. Tempat parkir

. Fuang Konseling
-Ruang Menyusui

. Form Pengaduan

. Mabil Perlindungan

s

Kompetensi pelaksana

-

Mermahami meckanisme pelayanan

Mampu mengidentifilasi

permasalahan

- Terampil mengoperasikan kompuler
dan teknologl informasi’

- Mampu bersikap sopan, rtamah,
menjaga kerahasiaan dan komunikatif

- Tenaga administrasi Minimal Lulusan
SMA '

- Tenaga Konselor dari psikolog, ahl

hukum, Pekerja Sosial, Dokter,

Mediator, Perguruan Tinggi

¥

Pengawasan internal

Supervisi oleh : ]

7. Kepala Bidang Perlindungan
Perempuen dan Pemenuhan Hak
Anak

8. Sub Koordinator Perlindungan

Perempuan dan Anak

1O,

Penanganan
pengaduan, saran dan
masitkan

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan

Masukan melalui media -

1. Pelayanan Tatap Muka di ruang PPT
Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51 |
Kota Madiun Kode Pos 63131

4. Kotak saran dan keluhan, vyang
disediakan oleh DinsosPPPA  Kota
Madiun

3. Telepon (0351) 465611, Faks (0351)
473737

4,.8ms atau WA ke pengelola layanan
pengaduan masaiah PP dan PA
082132812344,
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5. Email

dingospda. kotamadiun@email.com
6. Instagram @dinsospppa_kotamadiun
7.Facebook

htips: /! /wwnw Saceboolcomy,/ dinas sosak 5058

11,

! Jumlah pelaksana

13 orang , gesual jadwal piket

12. | Jaminan pelayanan Maklumat Pelavanan

13, |Jaminan  keamanan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
dan keselamatan | Keamanan Data, CCTV
pelayanan

14, | Evaluasi kinerja | - Pencatatan dan Pelaporan melalui
pelaksana aplikasi SIMFONI tap bulan.

- Ewaluasi oleh Kepala Bidang PP dan
PHA tiap Triwulan

- Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Analk
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12.Jenis Pelayanan :Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga

Uraian

3

Harmonis
_No Komponen
1 2 i
1. | Dasar Hukum 13,

14,

13,

16.

17.

18,

19:

20.

21

23,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999  tentang Penyelenggaraan
Negara yvang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ¢

Undang-Undang Nomor 14 Tahun |

2008 tentang Keterbukaan |

informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelavanan Publik ;
Peraturan Presiden 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Pemerintah Nomor 95
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 rentang Pelayvanan Publik ;

Peraturan. Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar
Pelavanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokras: Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Btandar
Pelayanan |

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistemn Informasi Pelayanan Publik
Nasional |

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
wentang  Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masvarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ;
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;
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| 23. Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Nepgara Nomor
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedeman Umum Penyelenggaraan
Pelavanan Publiik |

24. Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomer 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019

25. Keputusan Walikota Madiun No 411-
401,104 /235 /2022 tentang
pembentukan Tim Pengelola Pusat
Pembelajaran Keluarga Harmonis
Kota Madiun;

Persyaratan pelayanan 1. Kartu Tanda Penduduk ;
2. Kartu Keluarga ;
3. Mengisi buku tamu .

Sistem, mekanisme

PR i Pengguna Layanan datang ke Puspaga

dengan membawa foto copy identitas
diri {KTP, KK}

U

Pengguna Layanan mengisi buku
tamu

iy

Petugas
menerima hasil identilikasi

kebutuhan atau rekomendasi dari
layanan lainnya

4

Petugas menerima
konsultasi/ keluhan/ kasus dan
melaporkan ke Sub Koordinator

[

Konsultas)/Keluhan / Kasus
dikoordinasikan ke Konselor scsuai
dengan substensinya

4

Petugas
melakukanlangkah- langkah
konsultasi

1)
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Melakukan pelayanan sesusi
konsultasi/keluhan /kasus vang

dihadapi
Konsultasi, Lavanan
Kasus/Keluhan ‘::I Rujukan
selesal
Petugas

menyampaikan laporan
Layanan Konsultasi
Kepada Pimpinan PUSPAGA

4

Pencatatan-dan

Pelaporan
| Jangka waktu | Waktu penyelesaian pelayanan tidak sama
penvelesaian antar pengguna layanan, tergantung jenis
_ konsultasi, rata-rata 1-3 hari
Biaya/ tarif Tanpa dipungut biaya

Produk layvanan Surat Keterangan Hasil Assesment
Hasil Konseling

Pemberian Ruyjukan

Alat Tulis Kantor
Komputer dan printer
Jaringan internet
Ruang dan kursi tunggu
Telepon

Tailet

Mushola

Tempat parkir

Ruang Konseling

10. Ruang Bermain Anak
11. Form Konseling

Jarana, Prasarana,
dan/atau fasilitas

il i B i Kl |

Kompetensi pelaksana |- Mampu memberikan informasi dan
edukasi tentang Keschatan
[reprodulksi), pendidiken pola asuh
keluarga dan kesejahteraan Keluarga

- Tenaga Konselor Psikolog, Daokter,
Bidan, Perawat, Penyuluh KB.

- Tenaga Administrasi minimal SMA

- Terampil mengoperasikan komputer
dan eknologi informasi

- Mampu  bersikap sopan, ramah,
menjaga kerahasiaan dan komunikatif
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Supervisi aleh
1. Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Pemenubean Hak Anak
2, Bub Koordinator Pemenuhan Hak
Anak

10,

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

11.

Jumlah pelaksana

Sarana Pelayvanan Pengaduan, Saran dan

Masukan melalui media ;

1. Pelayanan Tatap Muka di ruang
PUSPAGA, Alamat kantor Jalan Salak
Nomor 51 Kota Madiun Kode Pos 53131

2. kotak saran dan keluhan, yang
disediakan oleh DinsosPPPA  Kota
Madiun

3. Telepon (0351) 465611, Faks [(0351)
7 3TAT

4. SBms atan WA ke pengelola lavanan
Ecluhan /Kasus : 0B2132812344.

3. Email
dingospda kotamadiun@gmail.com

6. Instagram @dinsospppa_kotamadiun

7. Facebook

_ hips ) fweeis eebookc oo /dinas sosial 503

5 orang , sesuai jadwal piket

12,

Jaminan pelayanan

Maklumat Pelayanan

13.

Jaminan keamanan
dan kezelamatan

pelayanan

Tenaga  Keamanan, Appar, Sistern
Keamanan Data, CCTV

14,

Evaluasi kinerja
pelaksana

|- Evaluasi oleh Kepala Bidang PP dan PHA |

tiap Triwulan
- Monitering dan Evaeluasi oleh Kepala
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
_dan Perlindungan Anak
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STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMEERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
13.Jenis Pelayanan :Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/

Yayasan

| No | Komponen Uraian

1 2 3 ]
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara
vang Bersih dan Bebas darl Korupsi,
Kaolusi dan Nepotisme |

| 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi scbagaimana telah
diubah  dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubsh |
dengan Undang- |

4. Undarig Nomor 19 Tahun 2016 ;|
Undang-Undang Nomor 14 Tahun |
2008 tentang Keterbukaan Informasi |
Publik ; !

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun |
2009 tentang Pelayanan Publik ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96|
Tahun 2012 tentang Ftlﬂhs_anaan!
Undang-Undang Nomor 25 Tahun |
2009 tentang Pelavanan Publik ; |

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun |
2018 tentang Standar Pelayanan |
Miriimal |

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan |
Aparatur Negara dan Reformasi |
Birokrasi MNomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan ;

9. Peraturan Menteri  Pendayagunaan |
Aparatur Negara dan Reformasi |
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 |
tentang Pedoman Inovasi Pelavanan |
Publik ; '

10, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Pt:nyelenggaman|
Sistem Informas: Pelayanan

11, Pératuran Menteri Pendayagunaan |
Aparatur Negara dan Reformasi |
Birokrasi Nomor 14 Tahun EDIT‘l
tentang Pedoman Penyusunan SUrves |
Kepuasan Masvarakat Unit |

Penyelenggara Pelayanan Publik ; J

-
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12. Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penyelenggaraan
Pelavanan Publik |

13, Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Momor ;
KEFP/63/M.PAN/T /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelavanan Publik |

14, Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelavanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 5 Tahun

2019 &

iy

Persyaratan pelayanan | 1. Surat  permohonan pendaftaran
kepada Kepala Dings Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Analk ;

2. Fowkopi Akta Notaris pendirian
Ursos/Yayvasan (legalisir) dan sudah
terdaftar di Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

3. NPWP Orsos/Yayasan ;

4. Busunan pengurus Orsos/Yayasan
lengkap (dilampiri dengan Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk, No HP |
masing-masing pengurus) ;

5, Uraian Bumber dana dan Modal |
kerja untuk pelaksanaan kegiatan ;

6. Surat Keterangan Dormnisili

Orsos/Yayasan dari  Kelurahan

setempat (berlaku 1 (satu) tahun);

Profil Orsos/Yavasan ;

AD/ART Orsos/Yayasan : dan

Mengisi Form  Registrasi dan

Identifikasi Orsos/Yayasan,

woe

Sister, mekanisme

dan prosedur pemohon datang langsung dengan

membawa persyaratan atau dapat
diwakilkan dengan membawa surat
kuasa

penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan ;

l.i-
-

WHWANCATH ;
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survey lapangan

Foto dokumentasi ;
Pencatatan
Pelaporan
4. | Jangka waktu | 1 (satu) hari
penyvelesaian i
2. | Biaya/tarif tanpa dipungut biaya
B. | Produk layanan Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran
Orsos/Yayvasan
1 o 2 3 .
7. | Barana, prasarana, | Ruangan beserta  Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
. o Tulis Kantor
8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan
. komputer/aplikasi, ramah dan empati
9, | Pengawasan internal | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala |
Bidang Perlindungan, Pemberdayvaan
_____ Sosial dan Fakir Miskin
10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka
perigaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (03531) 465611
4. Fax (0351) 473737
5. Laman
http:/ fwww. dinsos. madiunkota, go.id
6. Email
dinspspla. kotamadiund@emal com
7. Instagram @dinsospppa_kotamadiun
8. F&Ecbuu:r!{
it S dncebooleoomm/ dinsssoseal 500
11, | Jumlah pelaksana | orang
12. |Jaminan pelayanan | Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan  keamanan | | Tenaga_ Keamanan, Appar, Sistem
| dan keselamatan | Keamanan Data '
| pelayanan - , .
14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
pelaksana Dinas Sgsial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak
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11. Jenis Pelayanan : Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/

¥Yayasamn === 0000
No Komponen | Uraian i
= 3 2 3 |
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999  tentang  Penyelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas darn
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999  tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 -

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan

| Informasi Publik ;

5, Undeng-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;

6. Peraturan Pemegrintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksansan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar |
Pelayanan Minimal ;

8. Peraturan Mentérl Pendayapunasn
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan ;

9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Neomor 30 Tehun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelavanan
Publik ;

10. Peraturan Menteri Pendavagunaan |
Aparatur DNegara dan Reformasi
Birokrasi Momor 13 Tahun 2017 |
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Bistem Informasi Pelayanan ;

| 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara ‘dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman  Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penvelenggars Pelayanan Publik ;
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2 3

12. Peraturan Menteri Pendayvagunasn
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja. wuntuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

13. Keputusan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomeor :
KEP/63/M.PAN/T /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayvanan Publik ;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayvanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomer 5 Tahun
2019,

Persyaratan pelayanan | 1. Burat pgﬁ_nnhnnan pendaftaran
kepada Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ;

2. Fotokopi Izin sebelumnya ;

3. Fotokopi Akta Notaris pendirian
Orzos/Yayasan (legalisir) dan sudah
terdaftar di Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

4. NPWP Orsos/Yayasan ;

5. Busunan pengurus Orsos/Yayasan

lengkap [dilampiri dengan Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk, No HP
masing-masing pengurus) |

6. Uraian Sumber dana dan Modal
kenja untuk pelaksanaan kegiatan ;

¥. Surat Keterangan Domisili
Orsos/Yavasan dari Kelurahan
setempat (berlaku | (satu) tahun);

8. Prohl Orsos/Yayvasan |

9. AD/ART Orsos/Yayasan ; dan .

10. Mengisi Form  Registrasi dan
Identifikasi Orsos/Yayasan,

TSR,

Sistem, mekanisme
dan prosedur pemohon datang langsung dengan
membawa persyaratan atau dapat

diwakilkan dengan membawa surat
kuasa

penérimaan dan verifikasi berkas
permahonan ;
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WEWANCAra

survey lapangan ;

Foto dokumentasi ;

Pencatatan
Pelaporan
4. | Jangka waktu | 1 (satu) hari
_penyelesaian o
5. | Biaya,/tanf tanpa dipungut biava
6. | Produk layanan Hekomendas: Surat Tanda Pendaltaran
Ulang Orsos/Yavasan
1 2 3
7. | Sarana, prasarana, | Ruang SLRT beserta Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelenghkapannva, Alat
- Tulis Kantor
8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasilean
| komputer/aplikasi, ramah dan empati
5. | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Perlindungan, Pemberdayaan
Sosial dan Fakir Miskin
10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka di Ruang
pengaduan, saran dan SLET
masukan 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611
4. Fax [0351) 473737
5. Laman
http:/ /www dinsos. madiunkota.go.id
6. Email
thnsospda kotamadinni@email . com
7. Instagram @dinsospppa_kotamadiun
8. Faccbook
— | hitiprs/ ﬁw.w.ﬂl::emakmngdimﬁm.ﬂi _
i1. | Jumlah pelaksana | 3 orang
12. | Jaminan pelavanan Maklumat Pelayanan
13, | Jaminan keamanan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
dan keselamatan | Keamanan Data
pelavanan
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14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
. dan Perlindungan Anak




